
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BANYUMAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 20 TAHUN 2009 

T[ NTANG 

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KAl"JU PATCN BANYUMAS 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

l:lUF'A I I HANYUMAS, 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 
330 ayat (2) l'eratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah 

diatur dengan Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 pcrlu '11Cnctapkan Peraturan Bupati tcntang Sistem dan . ' 
Prosedur Pen9ul:llaan Keuangan Daerah ; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 
NomcJr 2 Tahun 2007 lentang Sistem dan Proscdur Pengelolaan 
Keuangan l)a,:r:,;h i<abupaten Banyumas perlu ditinjau kembali ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b. per u mcnctapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan 
Prosedur Penge olaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas ; 

1. Undar'g-U11dang No111or 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

2. Undang-Und,mg Nomor 17 Tahun 1950 tentang Keuangan Negara 
(Lomba ran Negara Republik lndonseia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan I f,•nhar.-in NP.gara Republik Indonesia Nornor 4286) ; 

3. Undang-Un:lar,!J Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang !3ers,h dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme 
(Lernbaran Ncnar8 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) : 

4. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan..Negara 
(Lembaran Negara l"{epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lernbar,m Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



5. Undann-Ur--!ar·9 Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahlln 2004 Nomor 5, 
Tambahan I enrnarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tanun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389): 

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tarnb"lhan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang­

undang Nomor 12 Tahun 2008 tenlang Perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor 32 TahL1n 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Oaerah (Lembar Ne~ara Republik Indonesia Tahun 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-un:lang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan anlara P1:rncrintah Pusal dan Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran N::gara Kepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan I emtia,an Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

9. Peraluran rcmerinlah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokolcr dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daenit, (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, T,nnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 lahun 2005 lentang Perubahan /\las Peraluran 
Pemerintah ; 

10. Peraturan Perrerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akunlasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nornc r 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4503); 

11. Peraturan l'en1erintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuanga11 fhid<Jn I 11yc1nan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia -ahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
l'{epublik Indonesia Nomor 4502j ; 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor -19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndon()sia Nomor 45C:1) : 

13. Pera luran Pcn-orintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tmnbalrnn Le,.,barnn Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraluran Pmncrinlah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137. I :.irnb:iha11 I embaran Negara Republik Indonesia· Nomor 
4575) . ..-



Menetapkan 

15. Peraturan Pemerintah No~'l~l~'lb2RQ~~DiaSistem 
lnformasi Keuangan Daerah ~ailllt.Ns!:Jffa~~l?~blik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembar~M'd'gclffi5 ~epublik 
1ndoneti_Atm.\9ir«4~,iquau JWt!!Aa 8IRATamtae 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

17. Peraturan pgdri~i, ~IBA 1Wildt.,nm)5.)tntang Pengelolaan 
Keuangan Daeraa,b~tJ!llliu!V JhiiiqRepublik Indonesia Tahun 
2005 NomofOO0,tleOalOOti~tlifTl~@efl t'lnlfra Republik Indonesia 
Nomor4578); 

6 [~~~ Mfflmfi~ll,rl>l9IQ,O~~ ~oi-n, 2006 tentan.9_P~laporan 
Keuangan dan K1ne"ria"in11affi;tAP~i~rftW~ Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) : 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupa\en Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS. 

Pasal 1 

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 2 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Purwokerto 

padatanggal 2 Juli 2009 


